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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan 

emas tanpa izin di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo belum 

banyak dilakukan. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan yang 

telah ditentukan dalam UUPPLH. Langkah pencegahan, yang 

dilakukan hanya terbatas pada sosialisasi. Langkah penanggulangan 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo 

hanya sebatas pemberian plang peringatan bahwa kegiatan 

pertambangan dilarang pada kawasan tersebut, sementara langkah 

pemulihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo belum 

melakukan tindakan untuk mengembalikan kondisi lingkungan 

hidup, baik itu tahap remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.  Selain 

dari Dinas Lingkungan Hidup, pelaku tambang juga memiliki beban 

tanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan, namun 

karena tambang dilakukan secara ilegal pelaku tambang menjadi 

semena-mena. Maraknya pertambangan emas tanpa izin di 
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Kecamatan Muara, Kabupaten Tebo Tabir terjadi akibat kurangnya 

alternatif mata pencaharian masyarakat.  

2. Belum dilakukannya langkah pengendalian sesuai ketentuan 

UUPPLH disebabkan oleh beberapa kendala. Kendala yang 

dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI 

terdapat pada kurangnya anggaran Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Tebo dan juga buruknya prasarana jalan, sehingga 

menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Tebo terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin. Kendala juga 

dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Jambi, yang mana DESDM Provinsi Jambi tidak memiliki 

kewenangan pembinaan maupun pengawasan terhadap PETI.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

sebagai berikut: 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo perlu menambah jumlah 

anggaran untuk mendukung kegiatan pengendalian yang lebih 

efektif terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin. Sehingga 

bentuk pengendalian berupa pencegahan, penanggulangan dan juga 

pemulihan dapat merata dilakukan. Hendaknya juga Dinas 

Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Polda Kabupaten Tebo 

dan DESDM dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang dampak, perizinan dan bahaya PETI bagi lingkungan.  
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2. Pemerintah daerah Kabupaten Tebo untuk mengupayakan alternatif 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat selain tambang ilegal, 

sehingga mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan PETI. 

Pemerintah daerah dalam hal ini juga seharusnya mampu untuk lebih 

tegas dalam melakukan penertiban tambang ilegal, namun 

diperlukan pendekatan yang persuasif untuk menghindari konflik 

dan perselisihan antara masyarakat, pelaku tambang dan aparat 

penagak hukum. Dalam rangka kepastian hukum diperlukan juga 

adanya aturan seperti Peraturan Daerah yang mengatur PETI.  
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